
GUBERI\UR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbalg : a. bahwa dalam rangka melalsalakan ketentuar Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapat€n darr Belanja Daerah Tahun Anggarar 2012 perlu ditetapkan
Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggara-n dan Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah Talun Anggaran 20 1 2 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur
tentang Penjabaran Pertarggungjawaban Pelaksalaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
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Mengingat : 1.
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 19S tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peratura!
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (t€mbaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
L€mbaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tehun 2OO3
Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 5, Tambahan t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20O4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44OOl;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 "la}lwr 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (I€mbara! Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 59, Tambahan
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaral Negafa Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tent€rg Keduduksn Protokoler dan Keuangan Pimpinsr dart Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesira Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali tera-khir dangan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20O4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwa&itran Ralgrat Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 47, Tambahal Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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8. Peraturan Pemerinteh Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (L€mbaran Negara Republik tndonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambalan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4SZ5);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangar Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peratlrran Pemerintah Nomor 56
Tahun 20O5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor
110, Tambahan kmbararr Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengelolaar Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan lrmbaran Negara R€publik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2O07 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertarggungiawaban Kepala Daerah kepada Dewal Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyara-kat (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O07 Nomor 19, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4699);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O11 tent€ng Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20 1 1 Nomor 59, Tambahan kmbaral Negara Republik tndonesia Nomor 52 19) ;

15. Peratr.rran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengeloLaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol I tentang Perubahan Kedua Atas Pe.aturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah;



4

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2OO7 tentang Pedomaa Evaluasi Rancangan peraturan Daerah
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatar dan Belanja Daerah dal Rancangan peraturan Kepala
Daerah tentalg Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
PerwakiLan Ralyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Ut€ra Tahun 2OO8
Nomor 7, Tambahan L€mbaran Dacrah Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2OO8 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Surratera Utara Tahun 2oO8 Nomor 8, Tambahan l€mbaran Daerah Nomor B);

19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Keda Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Oo8 Nomor 9, Tambahar lcmbaral
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga l,ain Daerah provinsi Srunatera
Utsra (Lembarar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 6, Tambahan L€mbaran Daerah provinsi
Sumatera Utara Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O1O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (I€mbarar Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahal kmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor i);

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2O11 tentang Anggar"n Fendapatan dan Belanja Daerah Pmyinsi Sutnat€ra Utara
Tahr:n Angaran 20i2 (l,embaran Daerah Provinsi Sumatera Ut€ra Tahun 2Ol1 Nomor S);

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang PerubalEn Angaran Pendapatan dan Belanja Daemh prcvinsi Surnat€ra
utara Tahun Angaran 2012 (L€mbarar Daerah provinsi sumatera utara Tahun 2012 Nomor 3);

24. Peraturan Daeral Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertang$.ngjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 lLelr.barar, Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 20 13 Nomor 7, Tambahan
kmbaran Daerah Provinsi Sumatera Ut€ra Nomor 14 ).



MEMI.rIUSKAN :

MeNEtapKaIr : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGAMN PENDAPATAN
DAN BEL,ANJA DAERAH TAHUN ANGGAMN 2012.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI2 sebagai berikut :

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian

d. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai

2). Belanja Hibah

3). Belanja Bantuan Sosial

4). Belanja Bagi Hasil

5). Belanja Bantuan Keuangan

6). Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp. 4.05O.763.903.338,00

Rp. 1.605. 181.559.563,00

Rp. 1.518.973.689.250,00

Rp. 25 .57 9 .1 52 .52 1 ,00

Rp. 955.151.592.013,OO

Rp. 1.780.01 1.250.062,00

Rp, 25.858.294.000,00

Rp. 549.53L.769.493,OO

Rp. I.844.6L9.727 .373,OO

Rp 2.574.957.313,00

Rp.7.2OO.498. 304 .67 2,OO

Rp. 5. 157 .7 47 .590.254,00



6

b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai

2). Belanja Barang dan Jasa

3). Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Defisit

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2OL2

Rp. 160.000.783.996,00

Rp. 1.51O.939.323.343,O0

Rp. 803.607.597 .827 ,OO

Rp. 71 1.836.577 .826,62

Rp. 265.311.966.032,OO

Rp.2,47 4.547 .7 05.166,00

Rp.7.632 .295.295.42O,OO

(Rp. 431.796.990.748,00)

Rp 446.524.58I.794,62

Rp L4.727.591.046,62



Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimaaa dimalsud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran
laporan realisasi anggaran,

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimala dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

["*



Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku patl,a tanggal dfimdangkan.

Agiar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratural Gubemur ini dengan p€nempatannya dalan
Berita Daerah Provinsi Sumatera Utsra

Ditetapkan di Medart
pada tanggal 27 September 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2+ EWllrnibrf \Ot,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERAUTARATAHUN 2013 NOMOR


